
BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATtrRA UTARA

PtrRATURAN BUPATI TAPANUI-I SEI,ATAN

NOMOR 99 TAttlN 2ot7

TtiNTANG

TATA CARA PENGANGKA'I'AN DA N PtrM I]E Ii TI DNI'IA N

TENAGA HARIAN LDPAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAFI KABUPATEN TAPANULI SDI,ATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Menimbang

Mengingat

a.

b.

C.

1.

2.

bahwa dalam rangka pelaksanaan penyclenggaraan tugas '.
tugas Pemerintahan guna membcrikan kcamanan dan
kenyamanan pada setiap I)crangkat [)acrah rli Iingkrrnq;rn
Pemerintah Kabupate n Tapanuli Scl;rlan <lrlr st.krrlrqr rs

memberikan pclayanan kcpada masvarak:lI :rg:rr <1apaI l:lr'ri;rlrrn
dengan baik, cfcktif dan t fisicn, r'rt;rkir riipirrrrlirnq 1r, rlLr

mengangkat Tcnaga Harian l-cpas di lingkung:rn l)r'rncrinlirlr
Kabupaten Tapanuli Sela ta n;

bahwa untuk tertib administrasi kepega'a,aian dan gun:r
kepastian hukum, perlu diatur lebih tanjut mengenai tata cara
pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rupati
Tapanuli Selatan tentang 1'enaga Harian Lepas di [,ingkungan
Pemerintah Kabupatcn Tapanuli Sclalan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang [)asar Ncgara Ilcpublik
Indone sia Tahun I 945;

Undang - Undang Darurat Nomor 7 Tirhrur 195(r 1r'nt;rng
Pembentukan Dacrah Otonom Kabupatcn Kabrrp;rtt'rr rlr

Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lcmbaran Nt--g;rrir

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 5U, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092l. ;

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Ncgara Rcpnblik
Indoncsia Nomor 385 1);
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4. Undang- Undarg Nomor 13 Tahun 2O03 tentang Ketenagakerjaan
(t embarar Negara Tahun 2OO3 Nomor 39);

5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Ncgar:r
Republik Indonesia Nomor 5234):

6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2O l4 tcntang Apiir;.rtur Sipil
Negara (lembaran Negara Rcpublik Indoncsia Tahun 201.1 Nomor
6, Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indoncsi:r Nomor 5,1().1):

7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pcmcrintah:ur
Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2Ol4 Nomor
244, Tarnbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Rcpublik Indoncsia Nomor 58 l'ahun 2OO:r

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lrmbaran Ncgar;r Rcprrlrlik
Indonesia Tahun 20O5 Nomor l4O, Tambahan l,t'mbarrrt.t Nt'errrir

Republik Indoncsia Nomor 4.578):

9. Peraturan Pcmerintah Rcpublik Indoncsia Nomor 44 T:rhun 2O lll
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kccelakaan Kcrja dan
Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 5714);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l3
Tahun 2O06 tentang pedoman pcngelolaan kcuangan dacrah):

11. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor I Tahrrn 2Ol'1 tt:t'r1;ttrg

Pembentukan Produk Hukum Daerah ([]crita Ncgar:r Rcptrlrlik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 32)l

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Sclatan Nrlmttr lr Tttlttttl
2016 tentang Pokok-Pokok Pcngclolaan Kcuang:rn [)acrirh
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 20 16

Nomor 279, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kabupatcn Tapanuli Sclat:rn

Nomor 7 Tahun 2O16 tcntang Pcmbcntukan Pcrangkat l);tt'rrtlr
(Lembaran Daerah Kabupatcn Tapanuli Sclatarr 'fahlrtr f o l ;

Nomor 29O, Tambahan Lcmbaran l)acrah Kabttpttlt'rt 'l:tpitlrttlt

Selatan Nomor 2O):



13. Peraturan Bupati Tapanuli Sclatan Nomor 84 l':rhrrn 2O ltr
tentang Kedudukan Susunan ()rganiszrsi, Tugas d:rn I-'rrnssr
serta Tata Kcrja Pcrangkat Dacrah Kzrbupatcn T:rpitnuli Se lir t:r n

14. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 60 Tahun 20 l7
tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 20 l7
Nomor 752).

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TAPANULI SEI-ATAN TI'NTANCi TI.]NA(}A
HARIAN LEPAS DI I,IN(IKUNGAN I,I.]MI.]RINl'A}i KAI]I]I'A1'I.]\
TAPANULI SEI-ATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;

3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan;

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah pcrangkat dacrah pirrlrr

pemerintah daerah meliputi Badan/[)inas/lnspcktorat/Sckrctirriirt

Daerah/ Sekretariat DPRD dan Kecamatan;

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBI)

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dan ditetapkan dengan peraturan daerah;

6. Unit kerja adalah bagian/bidang pada PD yang melaksanakan satu atau

beberapa program;

7. Tenaga Harian Lepas adalah Pcgawai Pcmcrintah Dacrah bukurn l)cgau:ri Ncgcrr

Sipil yang diangkat dan ditempatkan dcngan kcputusan Kcpal:r I)l) dillirr':rr'

dengan APBD untuk jangka u'aktu I (satu) lahun anggar:rn darr ri;rp;rt

diperpanjang untuk tahun anggaran berikutnya;

8. Perintah Kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan varrg bcru cnarrg

mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan;

9. Peraturan Kedinasan adalah Peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan;

--t-
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10. Honorarium adalah honorarium yang diberikan kcpada Tcnaga Harian lcpas;

11. Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disebur UMK zrdalrrh [.Jprrlr

Minimum yang berlaku di daerah sesuai yang ditetapkan olch I3uparr f irpanrrli

Selatan.

BAB II

TENAGA HARIAN LEPAS

Pasal 2

Tenaga Harian Lepas terdiri dari :

1.

2.
.).
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
t2.
13.
1.4.

15.
16.
'I '7

18.
19.
20.
2t.
22.
23.
za.
25.
26.
27.
24.

Tenaga Programmer;
Dokter;
Tenaga Entry Data;
Tenaga Pengemudi;
Tenaga Kebersihan;
Penjaga Kantor;
Satuan Ketertiban (sattib)/Polisi Pamong Praja (POL-PP);
Staf Teknis;
Tenaga Ahli Fraksi;
Tenaga Operasional Lapangan;
Petugas Damkar;
Petugas Taman;
Petugas Operasional Jaringan Irigasi;
Tenaga Analisis Laboratorium:
Tenaga Drafter (Juru Gambar);
Tenaga Ahli Konstruksi Jalan, Jembatan;
Penjaga Reserver Air Minum;
Tenaga Ahli;
Tenaga Ahli Photographer;
Tenaga Ahli Editor;
Tenaga Kesehatan (Bidan PTT Daerah);
Tenaga Kesehatan (THL Puskesmas);
Tenaga Kesehatan (Gudang Farmasi Kabupaten);
Tenaga Promotor Kesehatan;
Tenaga Medis;
Penyuluh;
Tenaga Akuntan Senior; dan
Tenaga Akuntan Junior.

BAB III

PENGANGKATAN, PERPANJANGAN DAN PEM BERH ENTIA N

Pasal 3

(1) Pengangkatan Tenaga Harian Lepas dilaksanakan olch Kepala Pl) clan

ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD yang berlaku selama I (satu) tahun;



(21 Pengangkatan Tenaga Harian Lcpas sebagaimana dimaksud pacla .\irr (ll.
dengan mempertimbangkan :

a. Kebutuhan organisasi secara riil bcrdasarkan Anal:sis .Jabatan r.lcng:rp

memperhatikan tugas pokok dan fungsi bidang/bagian pada pD vang
membutuhkan Tenaga Harian Lepas;

b. Ketersediaan dana/anggaran;

c. Pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
d. Kesehatan jasmani dan rohani;

e. Usul Kepala Unit Kerja.

(3) Pelaksanaan Pengangkatan Tenaga l-larian Lcpas dibuktikan dcngarr hirsil

seleksi administrasi yang ditetapkan olch Ke pala PD.

(41 Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada avat (l) mcl:rkr-rkrrn

penandatanganan kontrak kerja yang dise pakti bersam:t antara Tcnaga llrrri;r1

Lepas dan Kepala PD selaku pengguna anggaran / penggu na barang;

(5) Isi kontak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (41 memuat;

a. Identitas demografi kedua belah pihak;

b. Pernyataan-pernyataan;

c. Pelaksanaan Perpanjangan Kontrak;

d. Pemberhentian;

e. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak;

f. Ruang Lingkup Pekerjaan;

g. Masa Berlaku Kontrak;

h. Jam Kerja; dan

i. Cara Pembayaran Gaji Pihak Kedua.

(6) Setiap Tenaga Harian Lepas yang secara resmi menandatangani kontrak ke r..;a

sebagaimana dimaksud pada ayat (41 agar melaksanakan tugas pekerjaan

sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab;

(71 Format Keputusan Kepala PD tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas

sebagaimana lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini;

(8) Format Hasil Seleksi Administrasi sebagaimana lampiran II 1'ang mcrup;rkirn

bagian yang tidak terpisahkan dari Pcraturan Bupati in i;

(9) Format Kontrak Kerja sebagaimana lampiran III yang mcrupakan bagrarr r;rng

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 4

(1) Perpanjangan Tenaga Harian lepas dilaksanakan oleh Kepala PD dan ditetapkan

dengan Keputusan Kepala PD yang berlaku 1 (satu) tahun;

(2) Perpanjangan Tenaga Harian lepas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ),

adalah perpanjangan kembali Tenaga Harian Lepas yang telah melaksanakan

tugas pada tahun anggaran sebelumnya, untuk melaksanakan tugas pada

tahun anggaran berikutnya dan mencmpatkannya pada unit kcrja cli

lingkungan PD terkait.

(3) Perpanjangan kembali Tenaga Harian Lepas sebagaiman:r <limaksuti pirrlir irr irl

(2), dengan memperti m ba n gka n:

a. Kebutuhan organisasi secara riil bcrdasarkan Anzrlisis ,Jatr:rtan dt ng:ur

memperhatikan tugas pokok dan fungsi bidang/ bagian pada P[) r ang

membutuhkan Tenaga Harian Lepas;

b. Ketersediaan dana/anggaran;

c. Pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai/ bertambah;

d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja (angka/nilai) sekurang-kurangnya

bernilai baik;

e. Kesehatan jasmani dan rohani;

f. Usul Kepala Unit Kerja;

(4) Usulan Pimpinan Unit Kerja mengenai pcrmohonan pcrpan.jangan kcmbali

Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada avat (3), dcngnn

melampirkan:

a. Fotokopi keputusan pengangkatan pertama dan petikan keputusan

pengangkatan terakhir;

b. Tenaga Harian Lepas yang bersangkutan mengajukan Surat Permohonan

Perpanjangan Kembali Tenaga Harian Lepas secara tertulis.

(5) Tenaga Harian Lepas yang telah diperpanjang masa kerjanya sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) untuk melakukan pcnandatangan pcrpan.iatrgitrr

kontrak kerja yang disepakti bersama antara Tcnaga FI:rrian I-cpas dan Kr'prrLr

PD selaku pengguna anggaran / pcnggu na barang;

(6) Format daftar penilaian prestasi kerja Tenaga Harian Lcpas dan pcdomarr

pengisian daftar penilaian prestasi kerja Tenaga Harian Lepas sebaga ima n:r

lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini
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(7) Format Kcputusan Kepala PD tcntang I)crpanjangzrn Tcnasa II:rri:rn Lr'prrs

sebagaimana lampiran V yang mcrupakan bagian lang tidak tcrpisalrkart rlirri

Peraturan Bupati ini;

(8) Format Perpanjangan Kontrak kerja sebagaimana lampiran VI vang ntt'rtrp..rkirn

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

I)asa I 5

(1) Tenaga Harian Lepas berhcnti karena:

a. Meninggal dunia;

b. Mengundurkan diri atas kcmauan scndiri;

c. Diberhentikan.

(21 Tenaga Harian Lepas diberhe ntikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) huruf
c karena :

a. Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;

b. Melakukan tindakan indisipliner yang meliputi:

l. Tindakan melawan atasan.

2. Mcmpcngaruhi rckan kcrja untuk tidak mclaksanakiur lLrqirs

sebagaimana mcst inya.

3. Tidak masuk kcrja sclama 3 (tiga) hari d;rlam I {s:rlu) lrtrl;rrr r,nrl).1

alasan / keterangan yang dapat dipcrtanggu ngjau'a bka n.

4. Tcrlibat dan atau mclakukan tindak pidana dan/:rl:rr,r tindak:rn irsLrsil;r

baik di dalam maupun di luar lingkungan kedinasan.

5. Sengaja memberikan kcterangan / pernyataan / bu kti yang tidak trcnar

pada $'aktu melamar.

c. Melanggar Kontrak Kerja.

d. Tenaga harian lepas scbagaimana dimaksud pada ayat (l ), ditctapkan dcngan

Keputusan Kcpala PD.

BAB IV

HONORARIUM

Pasal 6

Besaran honorarium Tcnaga Harian Lcpas ditctapkan dcngan Kcputusan []upati
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BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

I)asa I 7

Tenaga Harian Lepas mempunyai hak scbagai bcrikut:

a. Hak atas Honorairium;

b. Hak atas Uang Lcmbur;

c. Hak atas Tunjangan Hari Raya;

d. Hak atas Uang Perjalanan Dinas;

e. Hak atas Jaminan Kesehatan;

f. Hak atas Jaminan Kecelakaan Kerja;

g. Hak atas Jaminan Kematian; dan

h. Hak atas Jaminan Hari Tua.

[)asa I 8

(1) Hak atas Honorarium scbagaimana dimaksud dalam pz.rsal 4 hr,rrul a dibcrikirn

setiap bulan.

(21 Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) dibayarkan dcngetrr

mempedomani Upah Minimum Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pasa I 9

(1) Hak atas Tunjangan Hari Raya scbagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c

diberikan kepada Tcnaga Harian l.cpas scbagai u,ujud aprcasi:.rsi I)r:mcrintrrh

Kabupaten Tapanuli Selatan atas pcngabdian kcpada Pemcrintah Kabup:rtt'n

Tapanuli Sela ta n;

(1) Hak atas uang lembur sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 hr,rrui b clil;t'rikirn

kcpada Tenaga l{arian Lcpas 1,ang dipcrintahkan untuk mt'l:rks:rnrrkan rrrq;rs rlr

luar jam kerja;

(21 Besaran uang lembur Tcnaga [larian Lcpas scbagaimana dim;tksud pird:r irlirl

(l)disamakan dcngan Pcgan,ai Ncgcri Sipil / nparatur Sipil Ncear:r (iolrrnq;rn ll

sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Tcntang Harga Satuan l)okok

Kegiatan.

Pasal 10



_()-

(2) Besaran Tunjangan Hari Raya 'fcnaga llarian Lcpas sctraigzriman:r rlimirksrrrl

pada ayat (1) disamakan dengan besaran honorarium sctiap bulan.

Pasal l1

(1) Hak atas uang perjalanan dinas scbagaimana dimaksud dalerm p;rs:rl '1 hrrrrrl rl

diberikan kepada Tcnaga Ilarian [,cpas vang dipcrirrl;rhkirn Lrntrrk

melaksanakan tugas luar baik di dalam u'ilavah Kabr.rpatcn 'l'apirnrrli Sr.l;rlrrn

maupun di luar wilayah Kabupatcn Tapanuli Sr--lalan;

(21 Besaran uang perjalanan dinas Tenaga I-Iarian [,cpas scbagirimirnu rlinr;rksrrrl

pada ayat (l) disamakan dcngan [)cgau'ai Ncgcri Sipil / Aparzrtr-tr Sipil Nt.g;rr;r

Golongan II sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan tcnlang I{arga

Satuan Pokok Kegiatan.

Pasal l2

(1) Hak atas.Jaminan Kcsehatan scbagaimana dimaksud dalam p:rs:rl 4 hrtntl c

diberikan kepada Tenaga Harian [,cpas 1'ang bckcr.ja di Iinektrngar] I)('m( nnrirlr

Kabupaten Tapanuli Selatan;

(21 Besaran iuran atas .Jaminan Kcschatan Tcnaga Ilarian Lcp:rs cli lirrgkrrng;rrr

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Sclatan ditctapkan scsuai dcngan kctor)tLriu)

peraturan peru ndang-u ndangan.

Pasal l3

(1) Hak atas .Jaminan Kccclakaan Kcrja scbagaimana dimaksurl dalam p;rsirl l

huruf I diberikan kepada Tenaga Harian Lepas yang bckcrja tli lrngktrng:rn

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Sclatan;

(21 Besaran iuran atas .Jaminan Kccclakaan Tcnaga Ilarian I.cp:rs cli lirrgktnrgirn

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Sclatan ciitctapkan scsuai dr:ngan kct('ntLriur

peraturan pcru ndang- undangan.
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Pasal l4

(1) Hak atas .Jaminan Kematian scbagaimana dimaksud d:rl:rnr pasrrl .l ltrrnrl L1

diberikan kepada Tenaga Harian Lcpas yang bckcrja di lingkungan [)r'mcrrrrral'r

Kabupaten Tapanuli Sclatan ;

(21 Besaran iuran atas Jaminan Kematian 'l'enaga Harian Lcpas di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan ditetapkan sesuai dcngan kctentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal l5

(l) Hak atas Jaminan Hari Tua scbagaimana dimaksud dzrlam pas:rl 4 hunrl lr

diberikan kepada Tenaga I-larian Lcpas 1,ang bckcrja dr lrrrgkungarr l\.nrt,rrnl.rlr

Kabupaten Tapanuli Selatan;

(21 Besaran iuran atas Jaminan Hari Tua Tcnaga Harian [,cp;ts di lingkr-rngirn

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selalan ditetapkan sesuai dcngan kctentuan

peraturan peru ndang-u ndangan.

Setiap Tenaga Harian Lepas u'ajib:

a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undzrng I):rszrr l().1:r. Ncq;rrir.

Pcmerintah dan Pemcrintah Dacra h;

b. Mengutamakan kepcntingan kcdinasan di atas kcpcnling:rn sololre:rn rlrirul)Lnl

pribadi serta menghindarkan scgala scsuatu yang dapat mcrugikan

kepentingan dinas olch kcpentingan golongan, pribadi atau pihak lain;

c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat ncgara, pcmcrintah, pcmcrint;rh

daerah dan kcdinasan;

d. Menjaga rahasia kedinasan dcngan sebaik-baiknya;

e. Melaksanakan segala pcraturan kcdinasan baik vang I:rngsung mcnr';rngkrrr

tugas kcdinasan maupun yang berlaku sccara umuml

Pasal 16
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f. Melaksanakan tugas kedinasan dengan scbaik-baiknva, pcnuh pcngabdian,

kesadaran dan tanggung jawab;

g. Bekerja denganjujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepcntingan dinas;

h. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, pcrsaruarr rlan

kcsatuan diantara scsama rckan kcrja;

i. Segera melaporkan kepada atasannva, apabila mcngctahui ada hal r:rnq rl;rpitr

membahayakan, mcrugikan kcdinasan tcrul:lm;l .li bid;rrrq kr.anrrn;rrr

keuangan dan materil / asct bcrgcrak dan ridak bcrgcrak;

j. Mentaati ketentuan jam kcrja;

k. Menciptakan dan mcmclihara suasana kcrja lang baik;

l. Menggunakan dan memclihara barang-barang milik dinas dcngan scbirik

baiknya;

m. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada mas5,'arakat mcnurul

bidang tugasnya masing-masing;

n. Bertindak dan bersikap tcgas serta adil;

o. Memberi teladan yang baik kepada sesama rekan kerja maupun mas-r'ar:rkirt;

p. Berpakaian rapi, sopan, bcrsikap dan bcrtingk:rh l;rkrr r':rng lririk rcrlr;rrlrrlr

masyarakat, rekan kerja dan atasan;

q. Mentaati segala pcraturan perundang-undangan vang be rlaku.

r. Mentaati perintah kedinasan dari pejabat atasan yang bcrut:nang.

Pasal 17

Hari dan waktu jam kerja Tenaga Harian Lcpas disamakan dcngan hari dan jam

kerja Pegawai Negcri Sipil / Aparatur Sipil Ncgara kccuali ditcntukan olch [)[)

instansi tempat kerja.

T]AI] VI

I,ARANGAN

I)a sa I I 7

Setiap Tenaga Harian Lepas dilarang:

a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat, kchormalan ncgilril,

pemerintah, pemerintah daerah dan PD;
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b. Menyalahgunakan wewenang,

c. Memiliki, menjual, membeli, mcnggadaikan, mcnvcn,ak;rn alau mcminjirmk;rn

barang-barang baik berupa dokumt:n alau surat sur:rl bcrhargrr rnrlrk tlrnrrs

secara tidak sah;

d. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, rckan kcrja alau orang lairr t1i

dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kcuntungarr

pribadi atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan

kedinasan;

e. Melakukan tindakan yang bersifat negatif baik di dalam maupun di luar

lingkungan kcrja;

f. Memasuki tempat-tempat yang dapat mcnccmarkan kchormatan :lL.lLl mrlrtill)ilr

d inas;

g. Bertindak se'['enang-\i,enang scsama rckan kcrla I

h. Melakukan suatu tindakan atau scngaja tidak mclakukarr su:rtu tincl;rk;rrr r;rns

dapat berakibat mcnghalangi atau mcmpcrsulit salah satu pihak lirnu
dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayaninva;

i. Menghambat tugas kedinasan;

j. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia dinas yang dikctahuinya untuk

kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

k. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksarrak:rn

tugas untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

l. Menjadi anggota atau terlibat langsung dalam kcgiatitt.r prtrtai politik.

[)asal l8

Dengan ditctapkannya Peraturan Bupati ini maka Pcraturan Bupati Tapanuli

Selatan Nomor 3 Tahun 2Ol7 tenlang Tenaga Harian Lepas di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku.
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Pasal l9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditcrapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan [)craturan I3ultirti il
dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

ditetapkan di Sipirok
pacia tanssai 2A Wt,*.?al

BUPATI TN I)ANULI StJLATAN,

a dto

SYAHRUL M. PASAIiIT]U

Diun
pada 7s

di
2P t 7

SEKR KABUPATEN

PARULIAN NASUTION
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI StrLATAN TAHI.-,iN 20 I7 NOMOR 7gO

{'

I'A RAF PENANGGU NG

Jr

aryzJ
-I[alaII



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPANUI,I SEI-ATAN
NOM()R . gB rril4uN ZolT
TANGGAT- : 2B Dt4/ET7tncR- zot 7

1. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA PD

KEPUTUSAN KEPALA ...- KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR:

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS (Perangkat Daerahl
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN XXXX

KEPALA KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Menimbang a

Mengingat

b

1

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas administlasi.
perawatan kantor, kcbcrsih;rn lingkungan kanlor clan
keamanan kantor maka pcrlu mcngangkat '1'<'r.r:rga Ilariiur
Lcpas (nama PDi Kabupatcr-r Tapanuli Sclatan T:rhun
Anggaran XXXX;

bahwa penunjukan Tenaga Harian Lcpas tcrscbut pcrlrr
ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Kabupaten Tapanuli Selatan;

Undang - Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten di
Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor lO92) ;

Undang - Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara vang []crsih rlar.r I]t lr;rs rlrrri
Korupsi, Kolusi dan Ncpotismc (Lcmbar:rn Ncgtrr;r Rcprrlrlrk
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tamlruh;rr.r l,t.nrlr;rrirn
Negara Republik Indoncsia Nomor 38.i l);

Undang - Undang Nomor l3 l'ahun 2OO3 tcntang
Ketenagake{aan (Lembaran Negara Tahun 2O03 Nomor 39):

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Oll Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
52341;

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara Rcpublik
Indonesia Tahun 20 l4 Nomor 244. Tarnbahan Lcmbirrarr
Negara Republik Indoncsia Nomor .i587) scbagaimana tt'lah
diubah beberapa kali, terakhir dcngan Undang-Und;rng
Nomor 9 Tahun 2O l5 tcnlang l)crubahan Kedua :rt;rs
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O 14 tcntang l)cmcrint:rh
Daerah (lembaran Negara Republik Indoncsia ]'ahtrn 2O l:r
Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik lndoncsia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecela-kaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara 57 14);

2

3

4

5

6
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Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Scl:ltan Nomor 7

Tahun 20l6 Tcntang Pcmtrcntukan I)r'ritngk:tt I);rcr;rir
(Lembaran Daerah kabupatcn 1'ap:rnrtli St'l:rt:ur 'firhun 2o Itr
Nomor 281) I

Peraturan Dacrah Kabupatcn TapanLrli St'lat;rrt Notror \\
Tahun XXXX tcntang Anggarran [)cnd:rpirt;rrr rl:rn liclrrn.;.r
Daerah Tahun Anggaran XXXX;

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84/PK/201(r
tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Ke{a Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan.

10. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor XXX Tahun
XXXX tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran XXXX.

MI]MUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KAI]IJPNTI.]N I'AI',\NUI,I
SELATAN TENTAN(i Pt'lN(iAN(i Kn 1'A N l'F.NA(ii\ Ilr\RI,\N l.l'.1'.\s
(NAMA Perongkat Daerah) KAtsUPATI'lN 1'AI']ANULI SI'll.A'l',\N
TAHUN ANGGARAN XXXX

Mengangkat Tenaga Harian Lepas pada (NAMA I)A Kabup:lton
Tapanuli Selatal Tahun Anggaran XXXX yang nama dan besaran
honorariumnya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran
keputusan ini;

Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

Selanjutnya.

Kepada mereka yang ditunjuk mr:njacli 1'r'nagtr llariirrt l,r'pirs
diberikan upah scsuai dcngan bcs:trnt;t [.]prrh \lrnrtntttl
Kabupaten Tapanuli Sclatan;

Kepada mereka yang ditunjuk scbagai 1'cnaga Harian Lt'1.las p:iri;r
(NAMA PD)Kabupaten Tapanuli Selatan agar mclaksanak:rn tugas
pekedaan sebaik - baiknya dengan penuh rasa tanggung jau'ab:

Penunjukan Tenaga Harian Lepas sebagaimana DIKTUM
PERTAMA diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan tugas ditetapkan dengan Surat Perjanjian Kerja
dari Kepala /PDi Kabupaten Tapanuli Selatan dengan masa
berlaku paling lama 1 (satu) tahun anggaran;

b. Penghentian Surat Perjanjian Kcrja dapat dilakukan dcngan
ketentuan:
i. Karena terjadi pclanggaran tcrhaditp Sur:rt I ' r 

' r' j t r r r 1 i i r r r

Kerja dan mcndapat sanksi pt'rranggilirn .) lrrgir) k.rlr
bertu ru t - tu ru t:

ii. Karcna kcpcntingan dir.ras:
iii. Tidak mampu mclaksanakan tugas.

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

1

2
3



LAMPIRAN
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KEPUTUSAN KEPALA
KABUPATEN

TAPANULI SELATAN
NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG :

PENETAPAN PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA HARIAN I-IiPN S
PADA

KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN XXXX

NO NAMA JABATAN

1

2

a

4

5

6

7

B dst.......

BESARAN
HONORARIUM

PERBULAN

KEPALA
KABUPATEN TAPANUI,I SF]I,ATAN

Nama
Pangkat/ Gol
NIP. .............

BUPATI TAPANULI SELATAN,

. ,..1 .)

P^ RAF PENANGGUNG JA

RUt,SYA . PASARI



CONTOH LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA /PD'

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
KABUPATEN TAPAN ULI St'I,ATAN

(PD)

NOMOR : gd 1Ail,Wt 2.ol
TANGGAL : ag
.IENTANG 

:

zot'I

PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEI)AS
(NAMA PD) KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN XXXX

NO. NAMA JABATAN
BESARAN

HONORARIUM
PERBULAN

I

.)

4

5

6

7 dst...

KEPALA
KABUPATEN TAPANU I,I SI.]I-ATAN

NAMA ..................
PANGKAT/GOL.....
NIP

PA RAF PENANGGUNG J AB

r '. /' 1!l

S RUL M. PASARI

J.

BUPATI TAPANULI SELATAN,



KEENAM Keputusan Kepala ...... Kabupatcn
Tapanuli Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

@LAMAT PD)

KEPALA (PD)
KABUPATEN TAPANU I-I ST'I-ATAN

NAMA.....
PANGKAT/GOL.
NIP.

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

BUPATI TAPANULI SEI,ATAN,

SYA L M. PASARIBU

P^RAF PENANGGU NG JflJAB
Sr ( t)AXAB tyr,

\,

J
ry\



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NoMoR :fr'17e4/$2o:l?
TANGGAL : 28 DqXAlr:4- 2.o1 1

2. Contoh Hasil Seleksi Administrasi THI-

PENGUMUMAN
Nomor:

TENTANG

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI TENAGA HARIAN LEPAS PADA

I(ABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN )OOO(

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor tentang Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
dan sesuai dengan hasil seleksi administrasi kami, dengan ini terlampir kami sampaikan
daftar nama - narna peserta pelamar yang lolos selcksi administrasi.

Selanjutnya kepada pelamar yang namanva lolos sclcksi administrasi. <iinrinttr rlalirng
pada tanggal .......... (bulan, tahun) ke Kantor .......... .......... clcngar) irl.urirl

... untuk melakukan pcmbcrkasan rl:rr.r pcnanci:rlirne;rnirr
kontral< kerja.

Demikian pengumuman disampaikan, untuk dimaklumr.

Sipirok,.....(tgl,bln,thn)

Nama
Pangkat/Gol
NIP.

TIIJPATI'I-AI)ANTJI,I SI:]I,ATA N

SYA L M. PASARIB

l
PARAF PENANGGU NG J TV^ B

w
v

Kepala



DAFTAR NAMA - NAMA PESERTA PELAMAR YANG LOLOS SELEKSI ADMINISTRASI
TENAGA HARIAN LEPAS PADA (PERANGKAT DAERAHI

NO. NAMA PENDIDIKAN FORMAL FORMASI YANG
DIAJUKAN

1

2

3

4

5

6 dst

Kepata

Nama
Pangkat/Gol
NIP.

BU PATI'I'APANULI SDLATAN.

SY L M. PASARIB

PARAF PENANGGU NG J u

I

Iwi: r / 0AKAB

\



LAMPIRAN III

3. Contoh Kontrak Keria

SURAT PERJANJIAN KERJA TENAGA HARIAN LEPAS
Nomor :

Pada hari ini, ................. tanggal ........... bulan ...
kami Yang bertanda tangan dibawah inr :

dua ribu

PE{ATURAN BUPATI TAPANULI SF]I,ATAN
NOMOR :*tAlUtt2at7
TANGGAL '2D WT?v&- 2D17

1. Nama
NIP
Golongan
Jabatan Kepala Kabupaten

Tapanuli Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Perangkat

Daerah) Kabupaten Tapanuli Selatan selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang

yang berkedudukar di .. dan Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat
Agama
Jenis Kelamin
NIK
Pendidikan Terakhir

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi selanjutnya disebut

Pihak Kedua.

Kedua belah pihak sepal<at melakukan perjanjian kerja tenaga harian lepas dengal

ketentuan sebagai benkut :

Pasal I
PERNYATAAN - PERNYATAAN

(1) Pihak Pertama telah menyatakan persctujuan untuk mcncrrma Pihak Kedua

bekerja pada ......................(Perangkat Daerah) Kabupaten Tapanuli Sclatan;

(2) Pihak Kedua selaku Tenaga Harian Lepas menyatakan setuju dal sepakat untuk

mengikat diri serta tunduk pada tata tertib, peraturan dan sistem kerja yang

berlaku pada ....(Perangkat Daerah) Kabupaten Tapanuli Selatan;
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Pasal 2

PERPANJANGAN TENAGA HARIAN LEPAS

(1) Perpanjangan Tenaga Harian Lepas dilaksanakan oleh Kepala

(Perangkat Daera.l.) Kabupaten Tapanuli Selatan dan ditetapkan

dengan Keputusan Kepala ... ... ... ... .. . . .. .... (Perangkat Daerah) Kabupaten Tapanuli

Selatan yang berlaku selama 1 (satu) tahun;

(2) Perpanjangan Tenaga Harian Lepas sebagajmana dimaksud pada ayat (l),
adalah perpanjangan kembali Tenaga Harian Lepas yang tela} melaksanakan tugas

pada Tahun Anggaran sebelumnya, untuk melaksanakan tugas percia Tahrur

Anggaran berikutnya;

(3) Perpanjangan kembali Tenaga l-larian l-cpas scbagirimirna rlimaksr-rrl prrrlir

ayal l2l, dengan mempertimbangkan :

a. Kebutuhan organisasi secara riil dengan mcmpcrhatikan tugzrs pokok diur

fungsi bidang/bagian pada PD yang membutuhkan Tenaga Harian Lepas;

b. Ketersediaan dana/ anggaran;

c. Pekerjaan yalg dilaksanakan belum selesai/bertambah;

d. Setiap unsur penilaian prestasi ke{a (angka/nilai) sekurang-kurangnya bernilai

baik;

e. Kesehatan jasmani dan rohani;

f. Usul Kepala Unit Kerja;

Pasal 3

PEMBERHETIAN TENAGA IIARIAN LEPAS

(1) Tenaga Harian l,epas berhenti karena:

a. Meninggal dunia;

b. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri;

c. Diberhentikan.

(2) Tenaga Harian Lepas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c

karena :

a. Tidak menunjukkan kecakapan dalam mclaksanakan tugzrs:

b. Melakukan tindakan indisipliner yang meliputi:

l. Tindakan melawan atasan.

2. Mempengaruhi rekan kerja untuk tidak melaksanakan lugas

sebagaimana mestinya.

3. Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari da-lam I (satu) bulan tanpa

alasaa/keterangan yang dapat dipertaaggungjawabkan.



4. Terlibat dan atau melakukan tindak pidana daa/atau tindakan asusila

baik di dalam maupun di luar lingkungan kedinasan.

5. Sengaja memberika-n keterangan/pernyataan/bukti yang tidak benar

pada waktu melamar.

c. Melanggar Kontrak Kerja.

(3) Pemberhentian Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada avar (l).
ditetapkan dengan Keputusan Kepala (I,crangkat l)acrrrh|

Kabupaten Tapanuli Selatan dan tidak berhak ur.rtuk mcndapirlk.rn Lriinr:

pesangon.

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara,

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan

Kabupaten Tapanuli Selatan;

(Perangkat Daerah)

(2) Mengutamakan kepentingan kedinasan di atas kepentingan golongan maupun

pribadi serta menghindarkan segala sesuatu vang dapat merugikan kcpcntingan

dinas oleh kepentingan golongan, pribadi atau pihak lain:

(3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pcmcrintah. pt:mr.nnrirh

daerah dan kedinasan;

l4l Menjaga rahasia kedinasan dengan sebaik-baiknya;

(5) Melaksanal<an sega.la peraturan kedinasan baik yang langsung menyangkut

tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum

(6) Melaksana.kan tugas kedinasan dengar sebaik-baiknya, penuh pengabdian,

kesadaran dan tanggung jawab;

l7l Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan dinas;

(8) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan

diantara seszuna rekan kerja;

(9) Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal ,vang clapat

membahayakan, merugikan kedinasan terutarna di bidang kcamanan. keuangirn

dan materil / aset bergerak dan tidak bergerak;

(1O) Mentaati ketentuan jam kerja;

(11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;

( 12) Menggunakan dan memelihara barang-baralg milik dinas dengan sebaik-

baiknya;

(13) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut

bidang tu gasnya masing-masing:

(14) Bertindak dan bersikap tegas serta adil;

3-
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(15) Memberi teladan yang baik kepada sesama rckan kcrja maupun masvarakirt;

(16) Berpakaian rapi, sopan, bersikap dan bcrtingkah laku ,r'ang bark rcrhad:r1.r

masyarakat, rekan kerja dan atasani

(17) Mentaati segala peraturan perundang-u ndangan yang bcrlaku;
(18) Mentaati perintah kedinasan dari pejabat atasan yang bcrwcnang.

Pasal 5

HAK - HAK PIHAK KEDUA

(1) Pihak Kedua berhak atas upah/gaji sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten

Tapanuli Selatan;

(2) Pihak Kedua mendapatkan fasilitas BPJS Keschatan, Jaminan Kecclakaan Kcr.lir

maupun Jaminan Kematian yang pembayarannya dilakukan olch Pihak Pertama

sebagar pengguna jasal

(3) Hak atas gaji pokok yarlg telah ditetapkan Pemcrintah Kabupatcn Tapanuli S('l.rr:rll

diterima terhitung sejak Pihak Kedua dinyatakan diterima kerja sctragai Tcnaga

Harian l,epas (formasi yang diajukan/ pada ......................(Perangkat Daerah)

Kabupaten Tapanuli Selatan;

(4) Pihak Pertama berkewajiban membayar lembur atau perjalanan dinas jika Pihak

Kedua diperintahkan lembur kerja diluar jam dinas atau melaksanal<an perjalanan

dinas;

Pasal 6

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

(1) Pekerjaan yang harus dilakukan Pihak Kedua selaku Tenaga Harian Lepas pad:r

Pihak Pertama adalah sebagai (formasi gang diajukan);

(2) Pihak Kedua tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan lain sclarn yang

disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), kecuali atas persetujuan Pihak Pertama.

Pasal 7

MASA BERLAKU PER^IANJIAN KERJA

Perjanjian kerja ini berlaku untuk jangka waktu l2 (dua belas) bulan, tcrhitung sc-;ak

tanggal penandatanganan surat perjanjian kcrja rni dan akan bcrakhir ltacla titrrggal

(tgl,bln,thn);



t2)

(3)

Pasal 8

JAM KERJA

(1) Berdasarkan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang Ketenagakerjaan

dalam pasal 77 ayat (2) hurufb "8 (delapan)jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh)
jam I (satu) minggr: untuk 5 (lima) hari kerja", sesuai dengan jam kerja pada pacla

(Perangkat Daerah) Kabupaten Tapanuli Selatani

Jam masuk kerja adalah jam ..... WIB pagi dan jam pulang adala}r jam .... WII3t

Waktu istirahat pada hari Senin hingga hari Kamis direrapkan sclama ...... 1:rm.

yaitu jam ........ WIB hingga jam ........ WIB dan waktu istirahar pada hari .Jumat

ditetapkan selama....... jam, yaitu jam ....... WIB hingga jam ....... WIB;

(a) Jam istirahat tetap berada di lingkungan kantor pada ...

Daerah) Kabupaten Tapaluli Selatan.

. (Perangkat

Pasal 9

CARA PEMBAYARAN GAJI PIHAK KEDUA

Pembayaran gaji kepada Pihak Kedua di lakukan sctiap bulan dcngzrn di lampiri

a. Kwitansi pembayaran;

b. Da-ftar hadir per bulan;

c. Lembar kerja perbulan;

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Bilamana te{adi perselisihan, maka kedua belah piha-k sepakat akan

menyelesaikan perselisihan tersebut seca-ra musyawarah untuk mencapai mufakat

dan apabila secara musyawarah tidak dapat diselcsaikan, mal<a kedua bclah pihak

setuju dengan meminta bantuan PIHAK KETIGA sebagai mcdiator dan scgala biava

yang timbul untuk keperluan ini akan ditanggrng olch kcdua bclah pihak:

(2) Apabila penyelesaian perselisihan pada Ayat I tersebut diatas trdak mcmbawa

hasil, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud

mela-lui Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

5



6-

Pasal 1l
KETENTUAN LAIN.LAIN

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjan3ian Ker.;a Tenaga Harian

Lepas ini, atau perubahan yang dipandang perlu oleh Kedua bclah pihak. akan

diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan mcrupakan

pe{'anjian yang tidak dipisahkan dari Surat Perj anjian Penyediaan Petugas Entry

Data ini;

(2) Surat Perjanjian Kerja Tenaga Harian trpas ini dibuat dalam rangkap 2 (dua),

dimana asli pertama dibubuhi materai Rp. 6.0O0,- untuk ditandatangani oleh

PIHAI{ PERTAMA dan asli kedua dibubuhi materai Rp. 6.000.- unruk

ditandatangani oleh PIHAK KEDUA, masing-masing mcmpunvai k<:kuarern hukunr

yang sarna, dengan ketentuan ;

a. Rangkap Pertama, untuk PIHAK PERTAMA;

b. Rangkap Kedua untuk PIHAK KEDUA.

Pasal 12

KETENTUAN PENUTUP

(1) Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja Tenaga Harian Lepas ini oleh

kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal

perjanjian ini merupakan ketentuan yang mengikat dan berlakunya Undang-

Undang bagi kedua belah pihal<, berdasarkan Pasal 1338 Avat I Undang-Undang

Hukum Perdata;

(2) Dengan dan karena ketentuan Ayat I pasal ini, kctcntuan pada Pasa) l2bb Kital)

Undang-Undang Hukum Perdata tidak dibcrlakukan lagt dalam pcrlan.jian tnt.

apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya;

(3) Surat Perjanjian Kerja Tenaga Harian Lepas inI ditaldatangani oleh kedua bclah

pihak serta mengikat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagarmana tcrsebut

diatas.

PIHAK KEDUA

(For'rnasi yang diajukan) KEPALA
KI\BUPATEN TAPANULI SELATAN

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN / BARANG

N4M4..........
PANGKAT/GOI
NIP.

I

STLN

. A qPXPAD I

t ',1:.l|S BPKPAiT I

BUPATI TAPANULI SELATAN, q,

SYA L M. PASARIBU

PIHAK PERTAMA

PARAF PENANGGUNG JAIIAB

,..1 .)

Av



LAMPIRAN IV : I,IiRATURAN IIUPATI 'IAI,ANUI-l SI.].i\T,\\
NoMOR
TANGGAL

?tTe+:9517
7A D@et4w.%t1

4. CONTOH DAT'TAR PENILAIAN PRESTASI KERJA

DAFTAR PENILAIAN PRESTASI KERJA
TENAGA HARIAN I,EPAS NON PNS

TENAG A

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

(NAMA SKPD)

JANGKA WAKTU PENILAIAN

BULAN :..........

1 YANG DINILAI

a Nama
b T\rgas/ Pekerjaan
c Unit Kerja

2 PEJABAT PENILAI

a. Nama

b NIP

C Pangkat/ Gol

d Jabatan/ Pekeiaan
e Satuan Kerja

3 ATASAN PEJABAT PENILAI

a Nama
b NIP

c Pangkat/Gol I
d Jabatan/ Pekerjaan
e Satuan Kerja

4 PENII-AIAN

UNSUR YANG DINILAI ANGKA SE BUTA N K t.],II.] RA N(; A N

Kesetiaan
b I nisiatif
C Tanggung Jawab
d Ketaatan
e Kej uj u ran
f. Kerjasama

Keaktifan Tugas
h JUMLAH
I NILAI RATA.RATA

H

-

r
I

H

=--t

H



5 DIBUAT TANCGAL..,...,, ,,,
PEJABAT PF]NII-AI

( l

N IP. ,,

6 DITERIMA TANGGAL
YANG DINILAI

( )

IO DITERIMA TANGGAL,,.
ATASAN PE.IABAT I'I.] \ II,,\ I

( )

NIP, -.

PARAF PENANGGUNG

Ystr0axaE

I J

a

lf,
atJII

BUPATI TAPANULI SELATAN t

UL M, PASAIIIIJU

2



2 PEDOMAN PENGISIAN DAFTAR PENILAIAN }'RESTASI KERJA

A. PENGERTIAN DAN PEJABAT PENILAI

Daftar Penilaian Prestasi Kerja Tenaga Harial Lepas, adalah suatu daftar yang memuat
hasil penilaian pekerjaan seorang Tenaga Harian Lepas dalam jangka waktu I (satu)
tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai

Pejabat Penilai adalah atasan largsung Tenaga Harian Lepas yang dinilai, dengan
ketentuan serendah-rendahnya Kepala Urusan atarr Pejabat lain vang selingl<ar
dengan itu

1 KESETIAAN

Selalu menjunjung tinggi kchormatan Ncgara rlan/:rtau
Pemerintah serta senantiasa mengatasnamakan
kepentingan Nega-ra daripada kepentingan diri scndiri.
individu atau golongan

2 INISIATIF

Dalam keadaan mendesak tanpa menunggu petunjuk atau
perintah dari atasan mengambil keputusan atau melakukan
tindakan yang diperlukan da.lam melaksanakan tugasnya,
tetap tidak bertentangan dengan kebijaksanaan umLrm
pimpinan

3 TANGGUNGJAWAB

4 KETAATAN

5 KEJUJURAN

6 KERJASAMA

7 KEAKTIFAN

1 Amat Baik
2 Baik
3 Cukup
4 Sedang
5 Kurang

Selalu menl'elesaikan tugas dcngan
waktu dan bcrani memikul rt:siko
diambil atau tindakan yang dil:rkukan

scbaik baikr.rr':r.
dari kcputus;rn

t('llirl
\ i[) g

C. NILAI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan scbutan dan angka scbagai bt'rikrrt

Selalu mentaati peraturan perundalg-undangan dan/atau
peraturan kedinasan yang diberikan oleh atasannya dengan
sebaik-baiknya

Selalu melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya menurut
keadaan yang sebenarnya dan tidak pernah
menyalahgu n akan rt'ewcnan gnva

Sanggup bekerjasama dengan orang lain mcnu rut r.,"'aktu darn

bidang tugas yang ditentukan scrta ltcrst'dia
mempertimbangkan, menerima ususl yang baik dari orerrq
lain

Selalu mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau
peraturan kedinasan yang diberikan oleh atasannya dengan
sebaik-baiknya

9r - loo
76-90
6t 75
51 - 60
50 Kebawah

- Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Pa.rilai.

B. KRITERIA PENILAIAN



LAMPIRAN V PE-BAruRA
NOMoR
TANGGAL

N BUPATI TAI'ANUI,I St.]I,ATAN
: %T*+lvN 20t7:28 W*-zotT

KEPUTUSAN KEPALA
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN PERJAN.JIAN KERJA TtrNACA IIARIAN I-I-]I'^S
PADA (Perangkat I)aerctLt)
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN AN('}GARAN XXXX

KEPALA KABUPATEN TAPANULI
SELATAN,

Menimbang bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun
Anggaran xxxx dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
administrasi, keamanan dan kenyamanan Kantor

Kabupaten Tapanuli Selatan,
maka perlu memperpanjangan perjanjian kcrja Tcnaga
Harian Lepas pada Kabu pir tcn
Tapanuli Selatan Tahun Anggaran xxxx;

Mengingat

bahu,a Perpanjangan Pcrjanjian Kerja Tcnaga llarr:rn
Lepas tersebut perlu ditetapkan dcngan Kcputusan
Kepala ...Kabupatcn Tapanuli Sclatan;

Undang - Undang Darurat Nomor 7 Tahun i956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten di
Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ;

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tcntang
Penyelenggaraan Negara yang Bcrsih dan Bcbas dari
Korupsi, Kolusi dan Ncpotismc (Lcmbaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 'lan.rbarhan

Lembaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Nomor 38r I ):

b

1

2

4

5. Contoh SK Perpaiansan Tenaga Harian Lepas

a.

Undang - Undang Nomor l3 Tahun 2003 tcnt:rng
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 20O3 Nomor
3e);

Undang - Undang Nomor 121 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 1 I Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

.)
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_)

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 rcntang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgzrra Rcpublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l-embirrun
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimtrna
telah diubah bcberapa kali, tcrzrkhir dcngan Undinrg
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Pcnrltahan Kcrlrr;r
atas Undang-Undang Nomor 23 Tarhun 20 l4 tcntitns
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2O l5 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 20 15 Nomor 154, T
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
Tambahan Lembaran Ncgara 57 I 4);

Peraturan Dacrah Kabupatcn T:rp:rnuli Sclirtan Nomor 7

Tahun 20 l6 Tcntang Pcmbcnlukan Pcrangkal l)trt r';rlr
(Lembaran Dacrah kabupatcn Tapanuli Scl:rtan TilhLlrr
20 l6 Nomor 28 I ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7

Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 291,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Nomor 21) ;

Peraturan Bupati Tapanuli Sclatan Nomor 62 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan Bclanja
Daerah Tahun Anggaran 20 l8 (Berita Daerah Kabupatcn
Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 754);

10. Peraturan Bupati Tapanuli Sclatan Nomor ........... Tahttrr
tentang Tata Cara [)cngangkatetn dittt

Pemberhentian Tenaga Harian Lepas di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Perpanjangan Perjanjian Kerja Tenaga Harian
Lepas pada .. Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun Anggaran xxxx sebagaimana dalam lampiran
keputusan ini;

6

7

8

9

Menetapkan
KESATU

Perpanjangan Perjanjian Kcrja Tenaga

Tahun Anggaran
Desember xxxx;

Dacrah Kabupatcn
xxxx dimulai pada

Ila rian l,c pa s pirrl;r
Tapirnulr Sclettan

bulan ,la n ua ri s/d

KEDUA



KETIGA

- )-

Keputusan Kepala Kabupaten
Tapanuli Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sipirok
pada ranggal

KtrPALA
KAI]U PATI.N TA PA N U I,I SI.] I,A'I'A N

Nama
Pangkat/Gol
NIP. .............

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
2. lnspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

PARAF PENANGGUNG JI{IIB
S!I,DAKA8 w
ASISTE

a

' ,,:. U
.it. J{\

.: j

BUPATI TAPANULI SDI,ATAN.

SY L M. PASARIB

{



LAMPIRAN VI

SURAT PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA HARIAN LEPAS

PEdATURAN BUPATI TAPANUI-I S F,I-AT.,\ T-

No\1()R :98 'IAfuJtl gbl|
TANGGAT- :'A Wqawk- 261?

Nomor :

Pada hari ini, ................. tanggal ........... bulan
..-....), kami Yang bertanda tangan dibau,ah ini :

1 Nama
NIP
Golongan
.Jabatan Kepala

Kabupaten Tapanuli Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

(Perangkat Daerah) Kabupaten Tapanuli Selatan selaku Pengguna Anggaran /
Pengguna Barang yang berkedudukan di

disebut Pihak Pertama.

dan Sclan.lutnva

2. Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat
Agama
Jenis Kelamin
NIK
Pendidikan Terakhir

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi selanj u tnya

disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Tenaga }larian Lcpas Nomor

targgal .........(tgl,bln,thn) pada Pasal 2 l)crpanjangan Tcnaga I Iarian Irpas ir\ irt (2)

"Perpanjangan Tenaga Harian lrpas sebagaimana dimaksrrd pacl:r alat {l) ;rrl;rl;rh

Perpanjangan kembali Tenaga Harian Lepas yang tclah mclaksanakan tt.rens puriu

Tahun Anggaran sebelumnya, untuk melaksanakan tugas pada Tahun Anggaran

berikutnya' (Surat Perjanjian telampir), maka dengan ini kedua belah pihak sepakat

untuk melakukan Perpanjangan Perjanjian Kerja Tenaga Harian kpas untuk

Tahun Anggaran x)o<x terhitung sejal< dari tanggal berakhirnya masa berlaku

Perjanjian Kerja Tenaga Harian Lepas yang termuat dalam Surat Perjanjian Kerja

Tenaga Harian l,epas Nomor . tanggal ......... (tgl, bln, thn)

6. Contoh Perpanianqan Kontrak Keria

d uzr ribu
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Dan ketentuan - ketentuan yang ada dalam Surat l)crjanji:rn Kcrl:r Tcn:tg:r

Harian Lepas di atas akan tetap berlaku dan mcngikat p;rrla Kcrlu;r []r'l;rh l)rh;rk

setelah ditanda tanganinya Surat Perpanjangan Perjanjian Kcrja Tcnaga Il:rritrn

kpas ini dan akan beral<hir jika Surat Perpanjangan Pcrjanjian ini bcrakhir dan

dapat diperpanjang untuk Tahun Anggaran berikutnya.

Demikian Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Tenaga Harian Lepas ini dibuat

dalam rangkap 2 (dua), dimana asli pertama dibubuhi materai Rp. 6.0O0,- untuk

ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan asli kedua dibubuhi materai Rp. 6.OOO.-

untuk ditandatangani oleh PIHAK KEDUA, masing masing rncmpunr ai kt'kr:;rtln

hukum yang sama dengan ketentuan Rangkap Pertama untuk PIHAK PERTAMA

dan Rangkap Kedua untuk PIHAK KEDUA.

PIIIAK KEDUA PIHAK PERTAMA

(Forrnasl gang diaJukan) KEPALA
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG

N4M4..........
PANGKAT/GOI
NIP.

BUPATI TN I'ANULI SDLAI'AN.

S UL M. PASARIB

PARAF PENANGGUNG JAI{AB

Yt

- .: J


